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DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAERALI
DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalamn Peraturan Dac
kabupaten DBarito Utara Nomer + Tahun 2017 1enlang |
kKeuangan Dan  Administratif Pimpinan Dan  Anggola Dey
Perwakilan Rakyat Dacrah dan ketentuan Pasal 9 Peratu
Menteri  Dalam  Negernl Nomor 62 Tahun 2017 tent
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka Pembct
Tunjangan  komunikasi  Intensii dan  Tunjangan Reses s
Pelaksanaan dan Pertanggungjawahan Dana Operasional Pimpi
Dewan  Perwakilan Rakval Dacrah Kabuparen Barito Ut
herdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah pe
diatur dalam Peraturan Bupati Barilo Ltara ;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud p
huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Ul
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor + Tal
2017 tentang llak Keuangan Dan Admimistratif Pimpinan |
Anggota Dewan erwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Ut

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang  Peneta
Undang-Undang Darurar  Nomor 3 Tahun 10533  tent
Pembentukan Dacrah Tingkat 1T di Kalimantan (Lembaran Neg
Republik Indonesia Tahun 1933 Nomor 9] sebagai Undang-Und
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomaor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18
sehagaimana telah bebevapa kali diubah terakhir dengan Unde
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dac
Tingkat 1l Tanah Laut, Daerah Tingkat lI Tapin dan Dacrah Ting
I Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Ta
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Ta’
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalinar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 2756}
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tcntang Maje
Permusyawaratan Rakyal, Dewan Perwakilan Ralovat, Dews
Perwakilan  Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakvat Daer
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 556
stbagaimana tclah diubah dengan Undang-Un g Nomor

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dews
Perwakilan  Ralovat, Dewan  Perwakilan Daerab, dan  Dews
Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republ
Indoncsia Nomor 5650];

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahe
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia Nom
5587), schagaimana telah diubah beherapa kall, terakhir dengs
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedn
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 20114 fentang Pemerintah;
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20107 dentang [
Keuangan dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dew:
Perwaliilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 2017 Nomor (06, Tambahan Lembaran Negara Repub.
[ndonesia Nomor 6GO57):

Peraturan Mentleri Dalam Negeri Nomor 7 ‘Tahun 20006 tenta
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Per crintah Dacri
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neg
Nomor 1t Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Ment
Dalamn Negeri Nomor 7 Tahun 2006 fentang Standarisasi Sars
dan Prasarana Kerja Pemerintah Dacrah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta
Pedoman DPengelolaan  Keuangan Daerah, schagaimana  fel
beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menter: Dalam  Neg
Nomor 21 Tahun 2011 fentang Perubahan Kedus Atas Peratur
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedomy
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indones
Tahun 2011 Nomor 310j);

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 lenta
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksana
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional  [Berita  Negd
Republik Indonesia Tahun 2017 Namor 10673,

Peraturan Dacrah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 20
tentang Hak Keuangan dan Administratil Pimpinan dan Angge
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lemsbaran Daerah kabupat
Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan l.embharan Daer
kabupaten Barito Utara Nomor 4,

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2012 tenta
Standardisasi Sarana dan Prasarana kerja Pemerintah habupat
Barito Utara (Berila Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 20
Namor 3);
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Menetapkan PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DALERAI KABUPATE

BARITO UTARA NOMOR 4 TAITUN 2017 TENTANG HA
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIIF PIMPINAN DAN ANGGOT
DEWAN PERWAKILAN RARKYAT DAERAIL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DBupati ini vang dimaksud dengan :

1.
2.
3

.

-]

10.

11.

12.

15.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Bupati adalah Bupati Barito Utara,

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah, selanjuinva discbut NDPRD adalah lembag

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyclenggar

pemcerintahan daerah.

Pimpinan Dewan Perwakilan Ralkyar Daerah, sclanjut disebut Pianpinan DPR

adalah pejabal daecrah yvang memegang jabatan Ketua dan Wakil ketua DPR

Kabupaten DBarito Utara scsual dengan  ketentuan  peratt i perur «ny

undangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, selanjut dischut Anggota DPR

adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kuabupaten Bari

Utara sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretari:

DPRD adulah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DBari

Utara.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, sclanjuinya disebut Sekrctar

DPRD adalah Sekrelaris Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah kabupaten DBari

Utara.

Kemampuan Keuangan Daerah  adalah  klasifikasi  suatu dacrah  untu

menentukan  kelompok  Kemampuan  Keuangan Daerah  vang  diterapks

berdasarkan lormula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan komunika

Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Opcrasional Pimpinan DPRD.

Uang representasi adalah uang vang diberikan sctiap bulan kepada Pimpin«

dan Anggota NPRTD sechubungan dengan kedudukannya sebagal Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Tunjangan Komunikasi Infensil adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD sctiap bulan untuk peningkatan kinerna Pimpinan ds

Anggota DPRD.

Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Bimpinan DPRD dan
Anggotla DPRID) setiap melakukan reses.

Tunjangan Perumahan adalah vang yvang diberikan kepada Pimpinan DPRD de

Anggota [DPRD  setiap bulan apabila  Pemerintah Daerah  bhelum  dapa
meny ediakan rumah Negara,

. Tunjangan Transportasi adalah uang vang diberikan kepada Pimpinan DPRD

setiap bulan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaras
dinas jabhatan.

_Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnva disebut DO adalah dana

vang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yvang herkaitan denge
representasi, pelavanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan
tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut disingkat APBD adalah
Anggaran Perndapatan dan Belanja Dacrah kabupaten Barito Utara.

Frd



BAI3 11
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAFRRATL

Pusal 2

Kemampuan keuangan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok vaitu
a.  linggi ;

b, sedang: dan

c. rendah.

Pasal 3

(1] Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah
dikurangi dengan helanja pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1] lterdiri «te
pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum,

(3} Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdivi atas belanja gaji
denl tunjangan serta tamhahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

(1) Data vang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan Keuangan Daerah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (du
tahun anggaran schelumnva dari tahun anggaran vang direncanskan,

(2}  Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebugaimana dimaksud pada avat
(1) dilakukan olch tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 5

Kemampuan keuangan Daerah dikelompokan sebagai  berikut :

a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima pulub milyar rcupia
dikclompokkan pada Kemampuan keuangan Daerah ringglh

h.  Rp300.000.000.000.00 (tiga ratus mily ar rupinhg ST
dengan  Rp350.000.000.000,00  jlima  ratus  lima  puluh  milvar rupia.
dikelompokkan pada Kemanipuan Keuangan Daerah sedang; dan

c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milvar rupiah) dikelompokkan
pada Kemampuan kKeuangan Daerah rendah.

Pasal 6

Kemampuan Keuangan Daerah  Kabupaten DBarito  Utara dikelompokan  pada
Kemampuan Keuangan Dacrah sedang.

BAD I
PENGIASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 7

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRID sctiap bulan terdiri atas:
A, MANE TEPresenias :
1. ketuy, setara  dengan  gaji  pokok  Bupati, yaitu Rp2.100.000,- (dua
juta seratus ribu rupiah];
2. Wakil Ketua, schesar 80% dari uang represcntasi Ketua DPRD, vaitu
Rp1.680.000, {satu juta cnam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
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3. Anggota, schesar  75%  dari uang  represcentasi Ketua DPRD,  yairu
Rp1.375.000.- (satu juta lima ratus (ujuh puluh lima ribu rupiah].

tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRI} besarnva sama  dengan
tunjangan  keluarga hagi pegawal  aparatur sipil negara sesual dengan
ketentuan peraluran perundang- undangan.

tunjangan heras Pimpinan dan  Anggota DPRD  besarnya sama dengan
tunjangan beras bagi pegawal aparatur sipil negara sesual dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan scbesar 10%g (sepuluh

persen) dari uang representasi  yang bersangkutan, vaitu:

. Ketua sebesar Rp210.000, (dua ratus sepuluh ribu rupiah}:

2. Wakil Ketua sebesar Rp168.000,- (seratus delapan pulub ribu rupiah); dan

3. Anggota sebesar Rpl157.500, (scratus lima puluh tujub ribu lima ratus
runiahl.

tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan schesar 143%0

(seratus empatl puluh lima persen) dari udang representasi vang bersangkutan,

vaitu :

. Kefua schesar Rp3.045.000, {tiga juta empat pulub lima ribu rupiahj,

2. Wakil Ketua sebesar Rp2.436.000, (dua juta empat rafus tiga puluh enam
ritu rupiah); dan

3. Anggola schesar Rp2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu
tujuh ratus lima puluh rupiahj.

tuniangan  alat  kelengkapan  diberikan dengan ketentuan .

1. Ketua, sehbesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangqan jabatan

ketua DPRD, vaitu Rp228.375,- idua ratus dua pulub delapan ribu tiga

ratus tujuh puluh lima rupiahj;

Wakil Ketua, sehesar 3% (lima persen) dari runjangan jabatan kctua DPRD,

vaitu Rpl152.250, (scratus lima puluh dua ribu dua ratus luna puluh

rupiah)j;

3. Sekretaris, sehesar 4%q ([cmpat persen] dari runjangat jabalan kKetua DPRTY,
vaitu Rp121.800, (scratus dua puluh satu ribu delapan rarus rupiahj an

4. Anggota,sehesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, vaitu
Rp91.350,- (scmbilan puluh satu ribu tiga rafus lima puluh rupiahj;

b

tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentu 1

1. Ketua, sehesar 7,5% (tujuh koma Hma persen) dari tunjangan jabatan

ketua DPRND, vaitu Rp228.375,- {dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus

fujuh puluh lima rupiahl;

Wakil Ketua, schesar 5% {lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRT),

vaitu Rp152.250,- (scratus Hma puluh dua nbu dua ratus lima puluh

rupiah);

Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

vaitu Kp121.800.- (seratus dua puluh satu vibu delapan ratus rupiah)idan

4. Anggota,sehesar 3%y (liga persen| dari tunjangan jabatan ketua DPRD, vaitu
Rp91.350.- (sembilan puluh satu ribu tiga rarus lima pulub rupiah):

o

[¥5]

tunjangan komunikasi intensil  Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan
sebanyak 5 kali dari uang representasi Keiua DPRD, yvaitu  schesar
Rp 10.500.000, (scpuluh juta lima ratus ribu rupiah).



























